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Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis
pada jalur pelayaran internasional menghadapi berbagai
ancaman keamanan maritim, seperti penangkapan ikan
ilegal, penyelundupan, perompakan, perdagangan manusia,
hingga ancaman siber terhadap infrastruktur maritim.
Meskipun berbagai kementerian dan lembaga telah memiliki
sistem informasi dan pusat komando masing-masing,
pengelolaan data keamanan maritim masih bersifat sektoral
sehingga menimbulkan fragmentasi informasi, keterbatasan
interoperabilitas, dan rendahnya efektivitas dalam
mendukung pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan arsitektur konseptual National
Maritime Intelligence Center (NMIC) sebagai Maritime Fusion
Center berbasis Artificial Intelligence (Al) yang mampu
mengintegrasikan data dan informasi lintas instansi ke
dalam satu ekosistem intelijen maritim nasional. Penelitian
menggunakan pendekatan conceptual paper dengan metode
Design Science Research (DSR) melalui tahapan identifikasi
permasalahan, kajian literatur secara sistematis, analisis
kesenjangan penelitian (research gap), perancangan

arsitektur konseptual, dan penyusunan rekomendasi
kebijakan. Hasil penelitian menghasilkan kerangka
arsitektur NMIC yang mengintegrasikan Geospatial

Intelligence (GEOINT), Artificial Intelligence, Big Data
Analytics, Cloud Computing, serta Maritime Common
Operational Picture (MCOP) sebagai dasar Decision Support
System bagi pengambil keputusan strategis. Arsitektur yang
diusulkan menempatkan NMIC sebagai pusat integrasi
intelijen maritim nasional (Maritime Fusion Center) yang
menghubungkan  berbagai pemangku kepentingan,
termasuk TNI AL, Bakamla, BIN, BSSN, KKP, Bea Cukai,
BMKG, BIG, BRIN, Polairud, dan KPLP, sehingga mampu
meningkatkan interoperabilitas data, memperkuat Maritime
Domain Awareness (MDA), serta mendukung respons yang
lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi terhadap berbagai
ancaman di wilayah maritim Indonesia. Kontribusi utama
penelitian ini adalah penyusunan kerangka konseptual
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NMIC yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan,

teknologi, dan tata Kkelola sebagai referensi bagi

pengembangan kebijakan nasional menuju sistem intelijen
maritim yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.

PENDAHULUAN

Keamanan maritim global tengah memasuki fase transformasi yang ditandai oleh
pergeseran dari pengawasan berbasis platform tunggal menuju ekosistem pengawasan
multisensor yang terintegrasi. Perkembangan digital twin untuk domain maritim,
misalnya, menunjukkan bagaimana representasi virtual real-time dari kondisi laut kini
digunakan bukan sekadar untuk efisiensi operasional pelabuhan dan kapal, tetapi juga
sebagai instrumen keberlanjutan dan pengambilan keputusan strategis (Klar et al., 2023;
Mauro & Kana, 2023; Tzachor et al,, 2023). Paralel dengan itu, transformasi digital pada
sektor transportasi maritim secara luas telah mendorong negara-negara maritim utama
untuk merombak arsitektur data mereka, dari sistem yang terfragmentasi menuju
platform yang lebih terpadu (Tijan et al., 2021). Fenomena ini memperlihatkan satu pola
yang konsisten, yaitu kompleksitas ancaman dan aktivitas di laut tidak lagi dapat
dipahami secara memadai melalui satu sumber data tunggal, melainkan menuntut fusi
informasi lintas-sensor dan lintas-platform.

Indonesia menempati posisi yang secara struktural berbeda dari kebanyakan negara
yang menjadi rujukan literatur transformasi digital maritim tersebut. Sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang dan wilayah
yurisdiksi laut yang luas, kompleksitas pengawasan maritim Indonesia bukan hanya soal
volume data, melainkan juga soal keragaman aktor yang menghasilkan dan
membutuhkan data tersebut. Setidaknya terdapat lebih dari sepuluh kementerian dan
lembaga yang memiliki mandat serta kepentingan operasional di ruang laut nasional,
meliputi TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Intelijen Negara, Badan Siber
dan Sandi Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Badan
Riset dan Inovasi Nasional, Kepolisian Perairan dan Udara, serta Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai. Kondisi ini secara struktural rentan terhadap fragmentasi data karena setiap
instansi cenderung membangun sistem pengawasannya sendiri, dengan standar data,
protokol interoperabilitas, dan mekanisme berbagi informasi yang tidak seragam.
Akibatnya, gambaran situasi maritim nasional yang utuh, yang idealnya tersedia secara
real-time bagi pengambil keputusan strategis, justru tersebar dalam silo-silo institusional
yang sulit disintesis secara cepat pada saat dibutuhkan.

Di tingkat global, tren mengatasi fragmentasi semacam ini justru terlihat jelas pada
perkembangan teknologi pengumpulan data maritim itu sendiri. Pengawasan maritim
berbasis satelit kini semakin mengandalkan kombinasi sensor synthetic aperture radar
dan automatic identification system untuk mendeteksi dan mengklasifikasi kapal secara
lebih akurat, termasuk kapal yang mematikan transpondernya (Rodger & Guida, 2020;
Soldi et al,, 2020). Data AIS sendiri telah berkembang menjadi salah satu sumber big data
maritim paling signifikan, dengan metode machine learning yang semakin matang untuk
merekonstruksi lintasan kapal, memetakan pola lalu lintas maritim, maupun mendeteksi
anomali perilaku pelayaran (Han et al,, 2021; Liang et al., 2024; Wolsing et al., 2022; Xin
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et al., 2024; Yang et al., 2024). Di sisi lain, penginderaan jauh berbasis unmanned aerial
vehicle telah menjadi pelengkap penting bagi pengawasan satelit, khususnya untuk area
pesisir dan operasi jarak dekat yang membutuhkan resolusi lebih tinggi dan respons lebih
cepat (Lietal., 2022; Nomikos et al.,, 2022; Zhang & Zhu, 2023). Pelengkap lain datang dari
Internet of Underwater Things, yang mulai membuka kemungkinan pengawasan pada
dimensi bawah permukaan laut yang selama ini menjadi titik buta pengawasan
konvensional (Jahanbakhtetal,, 2020). [ronisnya, proliferasi teknologi pengumpulan data
ini, baik satelit, AIS, UAV, maupun sensor bawah laut, apabila tidak diikuti oleh kerangka
fusi yang setara pada tingkat kelembagaan, justru berpotensi memperparah fragmentasi
alih-alih menyelesaikannya, karena setiap teknologi cenderung diadopsi secara terpisah
oleh instansi yang berbeda.

Kesadaran atas risiko tersebut mendorong sejumlah negara membangun pusat fusi
informasi maritim tingkat nasional yang berfungsi mengintegrasikan data lintas-instansi
ke dalam satu gambaran situasional bersama. Secara konseptual, keamanan maritim
sendiri bukan sekadar persoalan kehadiran kekuatan bersenjata di laut, melainkan
kondisi terlindunginya aktivitas maritim dari ancaman dan risiko yang dapat
mengganggu pemanfaatannya secara berkelanjutan (Bueger, 2015), sebuah definisi yang
secara implisit menuntut kapasitas pemantauan lintas-sektor, bukan sekadar kapasitas
militer. Kapasitas tersebut, dalam kerangka Maritime Domain Awareness, memerlukan
kemampuan analitik yang mengintegrasikan data heterogen dari berbagai sumber
menjadi satu gambaran situasi yang koheren dan dapat ditindaklanjuti secara operasional
(Shahir et al,, 2015). Realisasi kelembagaan dari kebutuhan ini disebut dalam kajian ini
sebagai Maritime Fusion Center, yaitu entitas yang misi intinya adalah memperkuat MDA
dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, memfusikannya
menjadi informasi yang bermakna, dan mendiseminasikan intelijen yang dapat
ditindaklanjuti kepada komandan operasional untuk secara langsung meningkatkan
keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan nasional (Canyon & Mcmullin, 2020).
Geospatial Intelligence berperan sebagai lapisan yang menerjemahkan data spasial-
temporal mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti, sementara Artificial
Intelligence dan Big Data Analytics berfungsi sebagai mesin yang memungkinkan proses
ini berlangsung pada skala dan kecepatan yang tidak lagi dapat ditangani secara manual.

Sebagaimana telah dijelaskan pada tahap analisis referensi, literatur yang tersedia
menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok. Literatur teknis mengenai teknologi
pendukung berkembang pesat secara individual, dan literatur kelembagaan mengenai
Maritime Fusion Center telah mulai menjelaskan esensi dan mekanisme kerjanya (Canyon
& Mcmullin, 2020), namun pembahasan tersebut masih berhenti pada tingkat konsep dan
mekanisme umum, belum turun ke tingkat rancangan arsitektur teknis yang secara
eksplisit mengintegrasikan Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data,
apalagi untuk konteks spesifik negara kepulauan dengan sebelas instansi berkepentingan
seperti Indonesia. Kesenjangan ini mencakup empat dimensi sekaligus. Secara teoretis,
belum ada kerangka yang secara eksplisit menghubungkan konsep Maritime Security dan
Maritime Fusion Center (Bueger, 2015; Canyon & Mcmullin, 2020) dengan arsitektur
teknis Geospatial Intelligence dan Artificial Intelligence. Secara metodologis, penerapan
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Design Science Research (Hevner et al., 2004) untuk merancang artefak arsitektur intelijen
maritim tingkat nasional belum ditemukan pada literatur yang tersedia. Secara praktis,
belum ada model integrasi data yang secara spesifik memetakan aliran informasi antara
sebelas instansi yang disebutkan di atas. Secara kebijakan, belum ada rekomendasi tata
kelola yang menjawab bagaimana sebuah National Maritime Intelligence Center
semestinya diposisikan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan yang ditawarkan kajian ini terletak
pada perumusan arsitektur konseptual National Maritime Intelligence Center sebagai
Maritime Fusion Center berbasis Artificial Intelligence, yang secara eksplisit merancang
integrasi data lintas-sebelas-instansi ke dalam satu Maritime Common Operational Picture
untuk mendukung Decision Support System pada tingkat strategis nasional. Berbeda dari
kajian mekanisme umum Maritime Fusion Center yang telah ada (Canyon & Mcmullin, 2020),
kajian ini memposisikan diri pada tingkat arsitektur sistem, menjawab bukan hanya apa
itu fusion center dan mengapa dibutuhkan, melainkan bagaimana lapisan teknis
Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data secara konkret difusikan secara
kelembagaan agar menghasilkan keputusan strategis yang koheren untuk konteks negara
kepulauan yang kompleks.

Tujuan kajian ini adalah merancang arsitektur konseptual National Maritime
Intelligence Center Indonesia sebagai Maritime Fusion Center berbasis Artificial
Intelligence, dengan menggunakan pendekatan Design Science Research (Hevner et al,,
2004) untuk memetakan aliran data dan fungsi tiap lapisan arsitektur tersebut, serta
merumuskan implikasi kebijakan bagi instansi-instansi terkait dalam mendukung
pengambilan keputusan strategis keamanan maritim nasional. Secara ilmiah, kajian ini
berkontribusi pada pengayaan kerangka konseptual yang menjembatani literatur teknis
Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data dengan literatur kelembagaan
Maritime Security dan Maritime Domain Awareness, sebuah jembatan yang sebagaimana
ditunjukkan pada analisis referensi masih jarang dibangun secara eksplisit dalam
literatur yang ada. Secara praktis, kajian ini menawarkan kerangka acuan awal bagi
pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan pembentukan National Maritime
Intelligence Center, lengkap dengan roadmap implementasi bertahap hingga tahun 2045
dan implikasi kebijakan yang terpetakan per-instansi.

Konsep keamanan maritim mengalami perluasan makna yang signifikan dalam dua
dekade terakhir. Jika sebelumnya keamanan maritim dipahami secara sempit sebagai
kehadiran kekuatan angkatan laut untuk mengamankan wilayah perairan dari ancaman
militer, pemahaman kontemporer menekankan keamanan maritim sebagai kondisi
terlindunginya seluruh aktivitas maritim dari beragam ancaman dan risiko yang dapat
mengganggu pemanfaatan laut secara berkelanjutan, mencakup dimensi ekonomi,
lingkungan, dan keselamatan sekaligus (Bueger, 2015). Perluasan makna ini memiliki
konsekuensi kelembagaan yang serius, karena jika ancaman maritim bersifat
multidimensi, maka aktor yang bertanggung jawab menanganinya juga tidak bisa tunggal.
Literatur ini menegaskan bahwa keamanan maritim pada dasarnya adalah persoalan
lintas-sektor yang menuntut kolaborasi antarlembaga, bukan tugas tunggal satu institusi
pertahanan. Sintesis dari subbab ini memposisikan kajian sekarang pada titik lanjutan,
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yaitu jika keamanan maritim secara konseptual sudah dipahami sebagai persoalan lintas-
sektor, maka pertanyaan berikutnya yang belum banyak dijawab literatur adalah
bagaimana arsitektur teknis dan kelembagaan yang mampu mewujudkan kolaborasi
lintas-sektor tersebut secara operasional, terutama pada konteks negara dengan
kompleksitas kelembagaan setinggi Indonesia.

Maritime Domain Awareness merupakan turunan operasional dari konsep keamanan
maritim yang lebih luas. MDA menuntut kemampuan analitik yang dapat
mengintegrasikan data heterogen dari berbagai sumber menjadi satu gambaran situasi
yang koheren dan dapat ditindaklanjuti secara real-time (Shahir et al., 2015). Kerangka
analitik ini pada dasarnya adalah jembatan konseptual antara data mentah dan keputusan
operasional, namun literatur yang mengembangkannya cenderung berfokus pada aspek
algoritmik dan pemodelan situasi, tanpa banyak membahas siapa yang semestinya
mengoperasikan kerangka tersebut pada skala nasional dan bagaimana kewenangannya
dibagi antarlembaga. Sintesis dari dua subbab pertama menunjukkan pola yang
konsisten, yaitu literatur konseptual menjelaskan dengan baik apa yang dibutuhkan
(kesadaran situasional yang terintegrasi) namun belum menjelaskan secara rinci
bagaimana kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk arsitektur sistem yang konkret,
khususnya untuk konteks kepulauan dengan banyak instansi berkepentingan.

Pada lapisan teknis, GEOINT berkembang sangat pesat melalui kombinasi berbagai
platform pengindraan. Pengawasan berbasis satelit dengan sensor synthetic aperture
radar telah terbukti efektif mendeteksi kapal bahkan pada kondisi yang menyulitkan
deteksi optik, dan ketika dikombinasikan dengan data AIS mampu mengidentifikasi kapal
yang sengaja mematikan transpondernya untuk menghindari deteksi (Pastinaetal., 2021;
Rodger & Guida, 2020; Soldi et al., 2020). Deteksi kapal berbasis SAR sendiri terus
disempurnakan melalui arsitektur deep learning yang semakin efisien, baik untuk
meningkatkan akurasi maupun mengurangi beban komputasi (Wei et al.,, 2020; Xu et al.,
2022). Pada level yang lebih dekat dengan permukaan, unmanned aerial vehicle telah
menjadi platform pelengkap yang esensial, digunakan mulai dari deteksi kapal jarak
dekat, pengawasan pesisir, pencarian dan pertolongan, hingga pengawasan lalu lintas
maritim padat, dengan kajian yang mencakup baik aspek teknis penerbangan maupun
aspek keamanan siber platform itu sendiri (Boccadoro et al., 2020; Emilien et al., 2021;
Javaid et al., 2024; Li et al., 2022; Lykou et al,, 2020; Lyu et al., 2023; Mohsan et al,, 2022,
2023; Nomikos et al,, 2022; Pal et al., 2024; Seidaliyeva et al., 2023; Zhang & Zhu, 2023).
Sintesis dari subbab ini menunjukkan bahwa GEOINT sudah matang sebagai kapabilitas
teknis multi-platform, namun literatur yang ada konsisten membahas tiap platform
secara terpisah. Belum ada kajian yang memposisikan kombinasi satelit, UAV, dan sensor
darat sebagai satu lapisan tunggal dalam arsitektur intelijen kelembagaan yang lebih
besar, yang justru menjadi salah satu fokus utama kajian ini.

GIS berperan sebagai infrastruktur dasar yang memungkinkan data spasial dari
berbagai sumber ditampilkan, dianalisis, dan dikorelasikan secara geografis.
Penerapannya pada domain kebumian dan lingkungan menunjukkan bagaimana GIS
dapat dikombinasikan dengan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif berbasis lokasi
(Janga et al, 2023), sementara pemetaan geospasial berbasis crowd atau sensor
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terdistribusi menunjukkan potensi GIS sebagai kanal integrasi data multisumber (Emilien
et al., 2021). Meski demikian, literatur GIS yang tersedia dalam kajian ini lebih banyak
membahas konteks daratan dan lingkungan dibanding konteks maritim secara spesifik.
Sintesis subbab ini menegaskan bahwa GIS berfungsi sebagai lapisan pendukung yang
esensial namun generik, sehingga kekhususannya untuk domain maritim, termasuk
penanganan data dinamis seperti pergerakan kapal secara real-time, perlu dirancang
secara khusus dalam arsitektur yang diusulkan kajian ini.

Kecerdasan buatan menjadi mesin utama yang mengubah data mentah GEOINT
menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Pada domain visual, deep learning
diskriminatif telah menjadi tulang punggung kesadaran situasional berbasis penglihatan
mesin di laut, mencakup deteksi objek, klasifikasi kapal, dan pengenalan pola perilaku (D.
Qiao et al,, 2021). Kemajuan serupa terjadi pada deteksi objek untuk citra penginderaan
jauh secara umum, dengan berbagai arsitektur yang dioptimalkan untuk kecepatan
maupun akurasi (Gadamsetty et al., 2022; Nikouei et al., 2025; Ullo & Sinha, 2021). Pada
level platform otonom, kecerdasan buatan juga menjadi penggerak utama kapal
permukaan tanpa awak dan kendaraan bawah air tanpa awak, memungkinkan navigasi
dan pengambilan keputusan otonom pada lingkungan laut yang dinamis (Bae & Hong,
2023; Y. Qiao etal., 2022; Thombre et al.,, 2020; Wibisono et al., 2023). Sintesis subbab ini
memperlihatkan bahwa Al dalam literatur yang ada berfungsi pada dua level berbeda,
yaitu level persepsi atau deteksi dan level otonomi platform, namun keduanya jarang
dibahas sebagai satu mesin analitik terpusat yang melayani kebutuhan pengambilan
keputusan strategis di tingkat nasional, sebuah peran yang justru diproyeksikan kajian ini
melalui konsep Al Engine dalam arsitektur NMIC.

Volume data AIS, citra satelit, dan sensor [oT maritim yang terus meningkat menuntut
kapabilitas big data analytics yang matang. Pemrosesan data AIS melalui pembelajaran
mesin telah terbukti mampu merekonstruksi lintasan kapal pada kondisi data hilang,
mengklasifikasikan pola lalu lintas maritim, dan mendeteksi anomali perilaku pelayaran
secara otomatis (Han et al., 2021; Liang et al,, 2024; Wolsing et al., 2022; Xin et al., 2024;
Yang et al.,, 2024). Pada level infrastruktur, adopsi platform cloud dan visualisasi data
berskala besar dengan akselerasi GPU menjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk
mengolah volume data maritim yang terus bertambah (Gavalas et al., 2022; Surucu-Balci
et al., 2024). Sintesis subbab ini menunjukkan bahwa kapabilitas teknis big data untuk
domain maritim sudah relatif matang secara individual, namun literatur belum banyak
membahas bagaimana kapabilitas ini diposisikan dalam satu platform big data terpusat
yang melayani kebutuhan lintas-instansi, bukan sekadar kebutuhan satu operator atau
satu jenis analisis.

Berbeda dengan subbab sebelumnya, literatur DSS yang secara spesifik membahas
konteks keputusan strategis keamanan maritim nasional relatif tipis pada basis referensi
kajian ini. Fungsi DSS dalam konteks Maritime Fusion Center dapat disimpulkan secara
tidak langsung dari uraian mengenai bagaimana intelijen yang telah difusikan
didiseminasikan kepada komandan operasional untuk mendukung tindakan langsung
(Canyon & Mcmullin, 2020), namun mekanisme teknis DSS itu sendiri, termasuk
bagaimana keluaran Al Engine dan MCOP diterjemahkan menjadi rekomendasi keputusan
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yang terstruktur, belum dibahas secara eksplisit dalam literatur yang tersedia. Sintesis
subbab ini menegaskan bahwa DSS merupakan salah satu titik kesenjangan literatur yang
paling nyata, dan kajian ini akan mengisinya secara konseptual melalui rancangan
arsitektur pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Maritime Fusion Center adalah entitas kelembagaan yang misinya memperkuat MDA
dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, memfusikannya
menjadi informasi yang bermakna, dan mendiseminasikan intelijen yang dapat
ditindaklanjuti kepada komandan operasional untuk secara langsung meningkatkan
keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan (Canyon & Mcmullin, 2020). Konsep
ini menjelaskan secara jelas fungsi dan tujuan sebuah fusion center, namun
pembahasannya tetap berada pada level kebijakan dan mekanisme umum, tanpa merinci
arsitektur teknis lapis demi lapis yang memungkinkan fungsi tersebut berjalan pada skala
nasional dengan kompleksitas sebelas instansi seperti yang dihadapi Indonesia. Sintesis
subbab ini menjadi salah satu titik tolak paling penting bagi kajian ini, karena kesenjangan
antara definisi fungsional fusion center dan rancangan arsitektur teknisnya adalah persis
area yang diisi oleh arsitektur konseptual NMIC yang diusulkan.

Literatur yang tersedia belum menyediakan pembahasan khusus mengenai National
Maritime Intelligence Center sebagai entitas berdiri sendiri, namun konsepnya dapat
ditarik secara tidak langsung dari pembahasan jaringan fusion center di kawasan Indo-
Pasifik, yang mencakup preseden semacam National Maritime Intelligence-Integration
Office di Amerika Serikat maupun pusat fusi informasi di kawasan Samudra Hindia dan
Asia Tenggara (Canyon & Mcmullin, 2020). Preseden-preseden ini menunjukkan bahwa
model kelembagaan semacam NMIC bukan hal baru secara global, namun penerapannya
sangat bergantung pada konteks kelembagaan masing-masing negara. Sintesis subbab ini
menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki entitas setara NMIC yang terbentuk secara
formal, dan kajian ini mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan rancangan
konseptual NMIC yang secara spesifik disesuaikan dengan struktur kelembagaan
keamanan maritim Indonesia.

MCOP dapat dipahami sebagai keluaran akhir dari proses fusi data yang dilakukan
Maritime Fusion Center, yaitu gambaran situasi maritim tunggal yang terintegrasi dan
dapat diakses bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (Canyon & Mcmullin, 2020),
yang secara teknis bertumpu pada kerangka analitik yang mampu mengintegrasikan
data heterogen menjadi satu representasi situasi yang koheren (Shahir et al., 2015).
Kedua sumber ini saling melengkapi, satu menjelaskan MCOP dari sisi kelembagaan dan
satu lagi dari sisi analitik, namun belum ada yang menjelaskan bagaimana keduanya
terhubung secara teknis dalam satu alur data yang jelas. Sintesis subbab ini
memperlihatkan bahwa MCOP dalam kajian ini perlu dirancang sebagai titik pertemuan
eksplisit antara lapisan analitik dan lapisan kelembagaan, sesuatu yang belum
dirumuskan secara rinci pada literatur yang ada.

Interoperability Framework

Interoperabilitas data lintas-sistem menjadi prasyarat mutlak bagi berfungsinya
sebuah fusion center, dan sinyal kebutuhan ini terlihat pada literatur transformasi digital
sektor maritim yang mendorong standardisasi pertukaran data antarplatform (Tijan et
al, 2021), maupun pada literatur blockchain yang menawarkan mekanisme pencatatan
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data terdesentralisasi dan dapat diverifikasi lintas-pihak sebagai salah satu pendekatan
interoperabilitas (Farah et al.,, 2024). Meski demikian, kedua literatur tersebut membahas
interoperabilitas dalam konteks industri pelayaran komersial, bukan konteks keamanan
nasional dengan kebutuhan klasifikasi data dan kontrol akses yang jauh lebih ketat.
Sintesis subbab ini menunjukkan perlunya kerangka interoperabilitas yang dirancang
khusus mempertimbangkan sensitivitas data intelijen keamanan, bukan sekadar
mengadopsi model interoperabilitas industri secara langsung.

Kebutuhan tata kelola lintas-lembaga dapat ditarik secara deduktif dari dua premis
yang sudah dibangun sebelumnya, yaitu keamanan maritim yang bersifat lintas-sektor
menuntut kolaborasi antarlembaga(Bueger, 2015), dan fusion center sebagai entitas yang
secara inheren bertugas menerima kontribusi data dari berbagai instansi serta
mendiseminasikan hasil analisisnya kembali kepada mereka (Canyon & Mcmullin, 2020).
Kombinasi kedua premis ini menyiratkan bahwa keberhasilan sebuah fusion center
bergantung pada desain tata kelola yang mengatur pembagian kewenangan, mekanisme
berbagi data, dan akuntabilitas antarlembaga, namun literatur yang tersedia tidak
membahas desain tata kelola tersebut secara eksplisit. Sintesis subbab ini menegaskan
bahwa Multi-Agency Governance adalah area yang paling banyak bergantung pada
argumentasi konseptual penulis dalam kajian ini, karena literatur akademik
pendukungnya memang belum tersedia secara memadai.

Semakin terintegrasinya sistem informasi maritim justru memperbesar permukaan
serangan siber. Kajian terhadap sistem siber-fisik pada aset maritim menunjukkan bahwa
infrastruktur pelabuhan dan kapal modern rentan terhadap serangan yang menyasar baik
lapisan teknologi informasi maupun lapisan teknologi operasional (Progoulakis et al.,
2021), sementara metode penilaian risiko siber khusus untuk sistem kapal menawarkan
pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi kerentanan pada tahap desain (Bolbot et
al,, 2020). Pada level platform pengumpul data, UAV yang digunakan untuk pengawasan
maritim juga terbukti rentan terhadap berbagai jenis serangan siber yang dapat
mengganggu integritas data yang dikumpulkannya (Lykou et al., 2020). Sintesis subbab
ini menegaskan bahwa keamanan siber bukan komponen tambahan, melainkan prasyarat
struktural bagi keandalan seluruh lapisan arsitektur NMIC, mengingat kompromi pada
satu titik saja berpotensi mencemari keseluruhan Maritime Common Operational Picture
yang dihasilkan.

Literatur yang tersedia menjelaskan keamanan maritim sebagai persoalan lintas-
sektor yang menuntut kolaborasi antarlembaga (Bueger, 2015), dan menjelaskan
Maritime Fusion Center sebagai entitas yang berfungsi memfusikan data lintas-instansi
menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti (Canyon & Mcmullin, 2020). Kedua gagasan
ini berada pada level konseptual dan kebijakan, sementara literatur teknis mengenai
Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics berkembang pada
jalur yang terpisah, dengan fokus pada kapabilitas per-platform seperti satelit, UAV, AIS,
maupun sensor bawah laut. Belum ditemukan kerangka teoretis yang secara eksplisit
menghubungkan kedua jalur ini, sehingga konsep fusion center pada tataran kebijakan
belum memiliki padanan arsitektur teknis yang menjelaskan bagaimana lapisan-lapisan
teknologi tersebut difusikan secara struktural. Kesenjangan teoretis inilah yang menjadi
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dasar bagi kajian ini untuk merumuskan kerangka yang menyatukan pemahaman
kelembagaan tentang fusion center dengan arsitektur lapis-berlapis dari GEOINT hingga
Decision Support System.

Design Science Research menawarkan pendekatan sistematis untuk menghasilkan
artefak yang menjawab masalah relevan sekaligus berkontribusi pada basis pengetahuan
(Hevner et al., 2004), namun penerapannya untuk merancang artefak arsitektur intelijen
maritim tingkat nasional belum ditemukan pada basis referensi kajian ini. Sebagian besar
literatur teknis yang tersedia menggunakan pendekatan eksperimental atau evaluatif
untuk menguji performa suatu model atau algoritma tertentu, bukan pendekatan
perancangan artefak kelembagaan berskala sistem. Kekosongan metodologis ini relevan
secara khusus bagi conceptual paper yang bertujuan merancang arsitektur, karena tanpa
kerangka metodologis yang tepat, hasil rancangan berisiko terjebak sebagai daftar
teknologi tanpa struktur perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kajian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengadopsi Design Science Research
sebagai payung metodologis penyusunan arsitektur NMIC.

Belum ada model yang secara spesifik memetakan aliran data dan integrasi antara
sebelas instansi yang berkepentingan atas keamanan maritim Indonesia, meliputi TNI
Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi
Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan
Inovasi Nasional, Kepolisian Perairan dan Udara, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai. Preseden jaringan fusion center di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa
model semacam ini bergantung pada konteks kelembagaan masing-masing negara
(Canyon & Mcmullin, 2020), sehingga model dari satu negara tidak dapat langsung
diadopsi untuk konteks Indonesia tanpa penyesuaian struktural yang signifikan.
Kekosongan praktis ini menuntut rancangan arsitektur yang secara eksplisit
mempertimbangkan struktur kelembagaan Indonesia, bukan sekadar mereplikasi model
generik dari negara lain.

Belum ada rekomendasi kebijakan yang menjawab bagaimana sebuah National
Maritime Intelligence Center semestinya diposisikan dalam struktur pemerintahan
Indonesia, termasuk kewenangannya relatif terhadap sebelas instansi yang telah
disebutkan, mekanisme pelaporannya kepada otoritas nasional, dan payung regulasi yang
mengaturnya. Kekosongan ini penting untuk diisi mengingat pembentukan entitas
kelembagaan baru pada konteks keamanan nasional selalu membawa konsekuensi
terhadap tata kelola dan kewenangan lembaga yang sudah ada, sehingga rekomendasi
kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan struktur pemerintahan yang
berlaku berisiko sulit diimplementasikan.

Berdasarkan keempat kesenjangan tersebut, kebaruan yang ditawarkan kajian ini
terletak pada tiga hal yang saling terkait. Pertama, kajian ini merumuskan jembatan
konseptual eksplisit antara literatur kelembagaan Maritime Security dan Maritime Fusion
Center dengan arsitektur teknis Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data
Analytics, sesuatu yang belum dibangun secara eksplisit dalam literatur yang ada. Kedua,
kajian ini menerapkan Design Science Research sebagai kerangka metodologis untuk
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merancang artefak arsitektur intelijen maritim tingkat nasional, mengisi kekosongan
metodologis yang teridentifikasi. Ketiga, kajian ini merancang model integrasi data yang
secara spesifik mempertimbangkan kompleksitas sebelas instansi Indonesia sebagai
negara kepulauan, lengkap dengan implikasi kebijakan dan roadmap implementasi
bertahap hingga tahun 2045, sehingga kontribusinya tidak berhenti pada tataran
konseptual semata melainkan menyentuh tataran praktis dan kebijakan sekaligus.

Tabel 1. Ringkasan Empat Dimensi Identifikasi Gap

lz;:ll)enSl Kondisi Literatur Saat Ini Kesenjangan yang Diidentifikasi
Keamanan maritim lintas-sektor dan Maritime .
Fusion Center dipahami pada level konseptual- Belum ada kerangka teoretis yang
Teoretis menghubungkan pemahaman kelembagaan

kebijakan; GEOINT, Al, dan Big Data Analytics

berkembang terpisah pada level teknis fusion center dengan arsitektur teknis berlapis

Belum ditemukan penerapan DSR untuk
merancang artefak arsitektur intelijen maritim
tingkat nasional

Belum ada model yang memetakan aliran data

Design Science Research banyak diterapkan

Metodologis untuk artefak teknis skala algoritma/model

Preseden fusion center regional bergantung

konteksnya

Praktis pada konteks kelembagaan masing-masing | dan integrasi sebelas instansi maritim
negara Indonesia
Kerangka fusion center di berbagai negara | Belum ada rekomendasi kebijakan mengenai
Kebijakan memiliki payung hukum masing-masing sesuai | posisi, kewenangan, dan mekanisme pelaporan

NMIC dalam struktur pemerintahan Indonesia

(Sumber: Diolah Penulis, 2026, berdasarkan uraian pada bagian Identifikasi Gap dan Novelty)

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan conceptual paper dengan kerangka Design
Science Research sebagai payung metodologis, mengingat tujuan kajian bukan menguji
hipotesis melalui pengumpulan data empiris, melainkan merancang sebuah artefak, yaitu
arsitektur konseptual National Maritime Intelligence Center, yang menjawab masalah
relevan sekaligus berkontribusi pada basis pengetahuan(Hevner et al., 2004). Pemilihan
pendekatan ini didasari oleh sifat masalah yang dihadapi, yaitu kesenjangan antara
kebutuhan kelembagaan yang sudah dipahami secara konseptual dan ketiadaan
rancangan teknis yang mengoperasionalkannya, sehingga metode yang tepat adalah
metode perancangan, bukan metode pengujian.

Penelitian dirancang secara bertahap mengikuti alur induktif-deduktif, dimulai dari
analisis fenomena global menuju perumusan gap spesifik pada konteks Indonesia,
kemudian dilanjutkan dengan perancangan artefak berupa arsitektur konseptual. Alur ini
konsisten dengan prinsip Design Science Research yang menekankan iterasi antara
pemahaman masalah dan perancangan solusi, bukan proses satu arah yang kaku(Hevner
etal, 2004).

Kajian literatur dilakukan secara sistematis melalui penelaahan terhadap 50 referensi
yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal
ilmiah, prosiding, laporan kelembagaan, serta dokumen kebijakan yang membahas
berbagai aspek keamanan maritim, termasuk Maritime Security, Maritime Domain
Awareness, Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Decision
Support System, Maritime Fusion Center, National Maritime Intelligence Center, Maritime
Common Operational Picture, Interoperability Framework, Multi-Agency Governance, dan
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Cyber Security Maritim. Analisis literatur dilakukan dengan mengelompokkan setiap
referensi berdasarkan tema, kontribusi teoritis, serta implikasi praktisnya, sehingga
diperoleh sintesis yang menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur konseptual National
Maritime Intelligence Center (NMIC).

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, dilakukan identifikasi kesenjangan pada empat
dimensi, yaitu teoretis, metodologis, praktis, dan kebijakan, sebagaimana telah
dirumuskan secara eksplisit pada bagian sebelumnya. Analisis gap ini berfungsi sebagai
jembatan antara tinjauan literatur dan perancangan artefak, memastikan bahwa
arsitektur yang dirancang benar-benar menjawab kesenjangan yang teridentifikasi,
bukan sekadar menyusun kombinasi teknologi tanpa dasar argumentasi yang jelas.

Tahap ini merupakan inti dari proses perancangan, di mana arsitektur NMIC
dirumuskan sebagai serangkaian lapisan yang saling terhubung, mulai dari Data Sources
hingga National Strategic Decision Maker. Setiap lapisan dirancang berdasarkan sintesis
antara kapabilitas teknis yang telah terbukti pada literatur, seperti kombinasi satelit,
UAYV, dan AIS untuk lapisan Data Sources, dengan kebutuhan fungsional kelembagaan
yang telah diidentifikasi pada Kajian Literatur, seperti kebutuhan diseminasi intelijen
kepada komandan operasional (Canyon & Mcmullin, 2020). Perancangan ini akan
diuraikan secara rinci pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Setelah arsitektur dirumuskan, dikembangkan kerangka kerja yang menjelaskan
hubungan fungsional antarlapisan, alur data dari sumber hingga keputusan strategis,
serta mekanisme interoperabilitas dan keamanan siber yang melekat pada setiap lapisan.
Kerangka ini dirancang agar dapat menjadi dasar bagi pengembangan diagram arsitektur
maupun bagi kajian lanjutan yang lebih teknis, sejalan dengan prinsip Design Science
Research bahwa artefak yang dihasilkan harus dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih
lanjut (Hevner et al., 2004).

Tahap akhir metodologi ini merumuskan implikasi kebijakan bagi setiap instansi yang
terlibat, sebagai bentuk relevansi praktis dari artefak yang dirancang. Perumusan ini
didasarkan pada analisis kesenjangan kebijakan yang telah diidentifikasi, dipadukan
dengan pemahaman kelembagaan mengenai kewenangan dan fungsi masing-masing
instansi dalam ekosistem keamanan maritim Indonesia.

Pemilihan Design Science Research dijustifikasi oleh tiga pertimbangan. Pertama, sifat
masalah penelitian ini adalah masalah perancangan, bukan masalah yang dapat dijawab
melalui pengujian statistik atau eksperimen laboratorium, sehingga pendekatan berbasis
artefak lebih sesuai dibanding pendekatan penelitian kuantitatif maupun kualitatif
konvensional (Hevner et al, 2004). Kedua, hasil kajian berupa arsitektur konseptual
sejalan dengan definisi artefak dalam Design Science Research, yang mencakup tidak
hanya produk fisik tetapi juga model, metode, dan kerangka kerja (Hevner et al., 2004).
Ketiga, pendekatan ini memungkinkan kajian mengintegrasikan temuan dari dua jenis
literatur yang berbeda sifatnya, yaitu literatur teknis yang bersifat evaluatif dan literatur
kelembagaan yang bersifat konseptual, ke dalam satu proses perancangan yang koheren,
sesuatu yang sulit dicapai melalui pendekatan metodologis lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Kondisi Eksisting Keamanan Maritim Indonesia dan Fragmentasi Data Lintas
Instansi

Keamanan maritim Indonesia saat ini ditopang oleh sebelas instansi yang masing-
masing memiliki mandat, sistem informasi, dan kapabilitas pengawasan tersendiri,
meliputi TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Intelijen Negara, Badan Siber
dan Sandi Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Badan
Riset dan Inovasi Nasional, Kepolisian Perairan dan Udara, serta Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai. Kondisi ini secara struktural konsisten dengan premis bahwa keamanan
maritim adalah persoalan lintas-sektor yang menuntut kolaborasi antarlembaga(Bueger,
2015), namun kolaborasi tersebut pada praktiknya terhambat oleh perbedaan standar
data, protokol komunikasi, dan sistem informasi yang dibangun secara terpisah oleh
masing-masing instansi. Setiap instansi cenderung mengembangkan kapabilitas
pengawasannya sendiri, baik melalui sensor satelit, radar pantai, maupun platform AIS,
tanpa mekanisme baku yang memungkinkan data tersebut dibagikan secara real-time
kepada instansi lain yang membutuhkannya. Akibatnya, ketika terjadi insiden di laut,
gambaran situasi yang utuh harus disusun secara manual melalui koordinasi lintas-
instansi yang memakan waktu, alih-alih tersedia secara instan dari satu sumber
terintegrasi.
Kelemahan Tata Kelola Informasi Maritim Saat Ini

Kelemahan mendasar dari kondisi eksisting bukan terletak pada ketiadaan teknologi,
mengingat setiap instansi umumnya telah memiliki kapabilitas sensor dan sistem
informasi masing-masing, melainkan pada ketiadaan kerangka tata kelola yang mengatur
bagaimana data dari berbagai instansi tersebut difusikan menjadi satu gambaran situasi
bersama. Sebagaimana telah diuraikan pada Kajian Literatur, kebutuhan tata kelola
lintas-lembaga dapat ditarik secara deduktif dari sifat keamanan maritim yang lintas-
sektor (Bueger, 2015) dan dari fungsi inheren fusion center yang menerima kontribusi
data dari berbagai instansi (Canyon & Mcmullin, 2020), namun kerangka tata kelola
semacam ini belum terformalisasi dalam struktur pemerintahan Indonesia. Ketiadaan
otoritas tunggal yang berwenang mengoordinasikan fusi data lintas-instansi membuat
setiap upaya integrasi bersifat ad hoc dan bergantung pada inisiatif bilateral
antarlembaga, bukan pada mekanisme kelembagaan yang permanen.
Urgensi Pembentukan NMIC dan Konsepnya sebagai Maritime Fusion Center

Kondisi fragmentasi tersebut menegaskan urgensi pembentukan National Maritime
Intelligence Center sebagai entitas kelembagaan yang secara khusus berfungsi
memfusikan data dari sebelas instansi menjadi satu Maritime Common Operational
Picture. Sejalan dengan definisi fungsional Maritime Fusion Center, yaitu entitas yang
mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, memfusikannya menjadi
informasi bermakna, dan mendiseminasikan intelijen yang dapat ditindaklanjuti kepada
komandan operasional (Canyon & Mcmullin, 2020), NMIC dalam kajian ini dirancang
bukan sebagai instansi baru yang menggantikan fungsi sebelas instansi yang sudah ada,
melainkan sebagai lapisan integratif yang menjembatani mereka. Posisi ini penting untuk
ditegaskan karena pembentukan entitas baru dalam struktur keamanan nasional rentan
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menimbulkan resistensi kelembagaan apabila dipersepsikan sebagai ancaman terhadap
kewenangan instansi yang sudah mapan, sehingga NMIC perlu diposisikan sebagai
fasilitator fusi data, bukan otoritas operasional yang bersaing dengan mandat instansi
lain.
Integrasi Geospatial Intelligence

Lapisan Geospatial Intelligence pada arsitektur NMIC mengintegrasikan data dari
kombinasi sensor satelit synthetic aperture radar, automatic identification system, dan
unmanned aerial vehicle, yang secara individual telah terbukti efektif mendeteksi dan
mengklasifikasi kapal, termasuk kapal yang mematikan transpondernya untuk
menghindari deteksi (Rodger & Guida, 2020; Soldi et al., 2020). Kombinasi satelit untuk
cakupan luas dan UAV untuk resolusi tinggi pada area spesifik memungkinkan NMIC
memperoleh gambaran spasial yang berlapis, dari skala nasional hingga skala insiden,
dengan platform UAV yang juga terbukti efektif untuk operasi pencarian dan pertolongan
maupun pengawasan lalu lintas maritim padat (Lyu et al., 2023; Mohsan et al.,, 2022,
2023). Integrasi ini menuntut standar format data spasial yang seragam agar keluaran
dari berbagai jenis sensor dapat digabungkan secara otomatis, bukan diproses secara
manual per-platform seperti yang umum terjadi pada kondisi eksisting.
Integrasi Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Engine pada arsitektur NMIC berfungsi mengubah data mentah
dari lapisan Geospatial Intelligence menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti,
mencakup deteksi objek, klasifikasi kapal, dan pengenalan pola perilaku mencurigakan
sebagaimana telah dikembangkan pada domain penglihatan mesin maritim (D. Qiao etal.,
2021). Kemampuan deteksi anomali berbasis data AIS turut memperkuat lapisan ini
dengan mengidentifikasi penyimpangan pola pelayaran yang berpotensi
mengindikasikan aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan tanpa izin atau
penyelundupan (Wolsing et al., 2022; Yang et al., 2024). Berbeda dari penerapan Al yang
terfragmentasi pada literatur eksisting, di mana setiap model dikembangkan untuk satu
jenis sensor atau satu jenis tugas, Al Engine pada arsitektur NMIC dirancang sebagai
lapisan terpusat yang menerima masukan dari seluruh jenis sensor dan menghasilkan
keluaran terstandardisasi bagi lapisan berikutnya.
Big Data Architecture dan Cloud Computing

Volume data yang dihasilkan dari sebelas instansi dengan berbagai jenis sensor
menuntut arsitektur big data yang mampu menampung, memproses, dan menyajikan
data dalam skala besar secara real-time. Adopsi platform cloud dan visualisasi data
berakselerasi GPU menjadi kebutuhan mendesak untuk mengolah volume data maritim
yang terus bertambah, sebagaimana ditunjukkan pada penerapan platform serupa di
industri pelayaran komersial (Gavalas et al., 2022; Surucu-Balci et al.,, 2024). Pada konteks
keamanan nasional, arsitektur cloud yang digunakan perlu mempertimbangkan
klasifikasi data dan kedaulatan data secara lebih ketat dibanding konteks komersial,
mengingat sebagian data yang difusikan bersifat sensitif dan menyangkut kepentingan
pertahanan negara. Pertimbangan ini menjadi salah satu area di mana model komersial
tidak dapat diadopsi secara langsung, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan
keamanan nasional.
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Interoperabilitas Data dan Cyber Security

Interoperabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi berfungsinya fusi data lintas-instansi,
dan kebutuhan standardisasi pertukaran data antarplatform yang telah terlihat pada
transformasi digital sektor maritim komersial (Tijan etal., 2021) perlu diadaptasi dengan
penyesuaian signifikan untuk konteks keamanan nasional yang menuntut kontrol akses
lebih ketat. Bersamaan dengan itu, semakin terintegrasinya sistem informasi maritim
memperbesar permukaan serangan siber, mengingat infrastruktur maritim modern
rentan terhadap serangan yang menyasar baik lapisan teknologi informasi maupun
teknologi operasional (Progoulakis et al., 2021), dan platform pengumpul data seperti
UAV juga terbukti rentan terhadap gangguan siber yang dapat mencemari integritas data
yang dikumpulkannya (Lykou et al., 2020). Metode penilaian risiko siber yang dirancang
khusus untuk sistem maritim dapat diadopsi sebagai kerangka mitigasi pada setiap
lapisan arsitektur NMIC, mengingat kompromi pada satu titik saja berpotensi mencemari
keseluruhan gambaran situasi yang dihasilkan (Bolbot et al.,, 2020).
Maritime Common Operational Picture dan Decision Support System

Seluruh proses fusi data pada akhirnya bermuara pada Maritime Common Operational
Picture, yaitu gambaran situasi maritim tunggal yang terintegrasi dan dapat diakses
bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (Canyon & Mcmullin, 2020), yang secara
teknis dihasilkan melalui kerangka analitik yang mengintegrasikan data heterogen
menjadi representasi situasi yang koheren (Shahir et al.,, 2015). MCOP ini kemudian
menjadi masukan utama bagi Decision Support System, yang pada arsitektur NMIC
dirancang untuk menerjemahkan gambaran situasi tersebut menjadi rekomendasi
tindakan terstruktur, mengisi kekosongan yang teridentifikasi pada Kajian Literatur
mengenai mekanisme teknis penerjemahan intelijen menjadi keputusan operasional. DSS
pada arsitektur ini berfungsi sebagai antarmuka akhir yang menghubungkan hasil
analisis teknis dengan kebutuhan pengambil keputusan yang umumnya bukan berasal
dari latar belakang teknis, sehingga keluarannya perlu disajikan dalam bentuk yang
ringkas dan langsung dapat ditindaklanjuti.
Alur Pengambilan Keputusan Strategis Nasional

Alur pengambilan keputusan pada arsitektur NMIC bergerak dari data mentah di
lapisan sumber, melalui proses akuisisi dan integrasi, diproses oleh Al Engine dan lapisan
Geospatial Intelligence, difusikan menjadi MCOP, kemudian disajikan melalui DSS kepada
otoritas pengambil keputusan strategis nasional. Alur ini konsisten dengan mekanisme
diseminasi intelijen kepada komandan operasional yang dijelaskan pada literatur fusion
center (Canyon & Mcmullin, 2020), namun diperluas pada arsitektur ini agar mencakup
tidak hanya keputusan operasional taktis, melainkan juga keputusan strategis tingkat
nasional yang melibatkan banyak instansi sekaligus, seperti kebijakan penguatan
pengawasan pada wilayah rawan atau respons terhadap insiden lintas-yurisdiksi.
Keunggulan Model yang Diusulkan Dibanding Sistem Eksisting

Keunggulan utama arsitektur NMIC yang diusulkan terletak pada sifatnya yang
integratif, bukan menggantikan sistem yang sudah dimiliki sebelas instansi, melainkan
menambahkan lapisan fusi di atasnya. Berbeda dari kondisi eksisting yang menuntut
koordinasi manual antarinstansi saat terjadi insiden, arsitektur ini menyediakan
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gambaran situasi yang telah terfusi secara otomatis dan tersedia secara real-time bagi
seluruh pemangku kepentingan yang berwenang. Keunggulan ini sejalan dengan bukti
empiris bahwa jaringan fusion center serupa di kawasan Indo-Pasifik telah berkontribusi
pada penurunan insiden keamanan maritim di wilayah operasinya (Canyon & Mcmullin,
2020), meski perlu dicatat bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konteks
kelembagaan masing-masing negara dan tidak dapat diasumsikan berlaku otomatis untuk
konteks Indonesia tanpa penyesuaian.
Tabel 3. Perbandingan NMIC dengan Model Fusion Center Regional

Aspek
Tahun berdiri

IFC Singapura
2009

IFC-IOR India NMIC Indonesia (Diusulkan)
2018 Diusulkan bertahap 2026-
2045
Lapisan integratif lintas-
sebelas instansi (TNI AL,
Bakamla, BIN, BSSN, KKP, dll),
bukan otoritas baru
Sebelas instansi nasional,
dengan potensi perluasan
regional pada Fase III-1V
roadmap
Fusi data multi-instansi
domestik menjadi MCOP
berbasis Al untuk keputusan

Republic of Singapore Navy,
di Changi Command and
Control Centre

Angkatan Laut India, co-
located dengan Information
Management and Analysis
Centre di Gurugram

Lebih dari 76 linkage di 28
negara, ILO dari 15 negara
mitra

Institusi pengampu

Cakupan
kelembagaan

Lebih dari 65 agensi dari 35
negara melalui liaison
officer

Gambaran situasi maritim
bersama dan data white
shipping Samudra Hindia

Fokus fungsional Berbagi informasi dan
kesadaran situasi lintas-

negara (piracy, white

shipping)

strategis nasional

Basis teknologi inti

Sistem berbagi informasi
real-time (IRIS) dan
jaringan liaison officer

Analisis dan diseminasi
laporan berkala (mingguan,
bulanan, tahunan) berbasis

Integrasi GEOINT, Al Engine,
Big Data Analytics, Cloud
Computing, dan DSS dalam

data multi-sumber satu arsitektur berlapis

Sifat kelembagaan | Kerja sama
internasional/regional,
bukan integrasi
kewenangan lintas-lembaga

domestic

Kerja sama regional
Samudra Hindia, bukan
integrasi data domestik
lintas-kementerian

Fokus utama pada integrasi
data domestik lintas-sebelas
instansi, dengan potensi
ekstensi kerja sama regional

(Sumber: Diolah Penulis, 2026, berdasarkan Ministry of Defence Singapore, 2019; Indian Navy, 2018)

Tantangan Implementasi

Implementasi arsitektur ini menghadapi tantangan pada beberapa tingkat sekaligus.
Pada tingkat teknis, standardisasi format data dan protokol interoperabilitas
antarsebelas instansi menuntut investasi infrastruktur dan waktu penyesuaian yang tidak
sedikit. Pada tingkat kelembagaan, pembentukan NMIC berpotensi menghadapi resistensi
dari instansi yang mengkhawatirkan tumpang tindih kewenangan, sehingga desain tata
kelola yang jelas mengenai batas kewenangan NMIC menjadi krusial sejak tahap awal.
Pada tingkat keamanan, ketergantungan pada fusi data multisensor menuntut kerangka
keamanan siber yang matang di setiap lapisan, mengingat kegagalan pada satu titik dapat
berdampak sistemik terhadap keandalan MCOP secara keseluruhan (Bolbot et al., 2020;
Progoulakis et al, 2021). Tantangan-tantangan ini tidak meniadakan urgensi
pembentukan NMIC, namun menegaskan perlunya pendekatan implementasi yang
bertahap, sebagaimana akan diuraikan pada bagian roadmap implementasi.
Rancangan Arsitektur Konseptual NMIC

Arsitektur konseptual National Maritime Intelligence Center dirancang sebagai
sepuluh lapisan yang saling terhubung secara berurutan, mulai dari sumber data mentah
hingga pengambil keputusan strategis nasional. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik,
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menerima masukan dari lapisan sebelumnya, dan menghasilkan keluaran yang menjadi
masukan bagi lapisan berikutnya, sehingga keseluruhan arsitektur dapat dibaca sebagai
satu alur data yang mengalir dari lapangan menuju ruang pengambilan keputusan.

Data Sources menjadi titik awal arsitektur, terdiri atas seluruh sumber data mentah
yang dihasilkan oleh sebelas instansi maupun oleh platform pengawasan independen,
mencakup citra satelit synthetic aperture radar, sinyal automatic identification system,
data sensor UAV, data sensor Internet of Underwater Things, data cuaca dan oseanografi
dari BMKG, serta data geospasial dasar dari BIG (Jahanbakht et al., 2020; Soldi et al,,
2020). Fungsi lapisan ini murni sebagai penyedia data mentah, tanpa pemrosesan,
sehingga keragaman format dan protokol pada tahap ini masih sangat tinggi.

Data Acquisition berfungsi mengumpulkan data mentah dari seluruh sumber tersebut
melalui mekanisme akuisisi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
platform, baik secara periodik seperti lintasan satelit, secara kontinu seperti sinyal AIS,
maupun secara insidental seperti penerbangan UAV untuk kebutuhan spesifik (Nomikos
et al,, 2022; Zhang & Zhu, 2023). Lapisan ini menjadi titik kritis pertama bagi keamanan
siber, mengingat data yang belum terverifikasi pada tahap akuisisi berpotensi membawa
gangguan atau manipulasi yang akan terbawa ke lapisan-lapisan berikutnya (Lykou et al.,
2020).

Data Integration Layer menstandardisasi format data yang telah diakuisisi dari
berbagai sumber ke dalam satu skema data terpadu, menyelesaikan persoalan
interoperabilitas yang menjadi kesenjangan utama pada kondisi eksisting. Lapisan ini
mengadaptasi prinsip standardisasi pertukaran data yang telah berkembang pada
transformasi digital sektor maritim komersial (Tijan et al, 2021), namun dengan
penyesuaian klasifikasi dan kontrol akses yang lebih ketat mengingat sifat data yang
menyangkut keamanan nasional.

Geospatial Intelligence Layer memproses data terstandardisasi tersebut menjadi
informasi spasial yang dapat dianalisis, menggabungkan data dari satelit, UAV, dan sensor
darat menjadi representasi geografis berlapis, dari cakupan nasional hingga cakupan
insiden spesifik (Pastina et al., 2021; Rodger & Guida, 2020). Lapisan ini berfungsi sebagai
jembatan antara data mentah yang bersifat teknis dan informasi spasial yang siap
dianalisis oleh lapisan kecerdasan buatan.

Big Data Platform menampung seluruh data terintegrasi dalam infrastruktur
penyimpanan dan pemrosesan berskala besar, memungkinkan analisis volume data yang
terus bertambah dari sebelas instansi secara real-time, dengan memanfaatkan arsitektur
cloud dan akselerasi komputasi yang telah terbukti efektif menangani beban data maritim
berskala besar (Gavalas et al., 2022; Surucu-Balci et al., 2024). Lapisan ini berfungsi
sebagai tulang punggung infrastruktur yang menopang seluruh proses analitik pada
lapisan berikutnya.

Artificial Intelligence Engine menjadi lapisan pemroses inti yang mengubah data
spasial dan data besar tersebut menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti, mencakup
deteksi objek dan klasifikasi kapal (D. Qiao et al., 2021), deteksi anomali perilaku
pelayaran berbasis pola AIS (Wolsing et al., 2022; Yang et al., 2024), serta identifikasi pola
lalu lintas maritim yang berpotensi mengindikasikan aktivitas ilegal (Xin et al., 2024).

433



XXXXX XXXXX XXXXX
Volume I, Issue 2, 2026. Pp. 418-443

Keluaran lapisan ini berupa peringatan terklasifikasi dan skor risiko yang menjadi bahan
baku bagi proses fusi pada lapisan berikutnya.

Maritime Fusion Center sebagai lapisan kelembagaan inti menerima keluaran dari Al
Engine dan menggabungkannya dengan konteks intelijen dari sumber lain, termasuk
laporan lapangan dan data intelijen dari BIN, untuk menghasilkan analisis situasi yang
komprehensif. Fungsi lapisan ini sejalan dengan definisi fusion center sebagai entitas yang
mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan
intelijen yang dapat ditindaklanjuti (Canyon & Mcmullin, 2020), dan menjadi titik di mana
lapisan teknis arsitektur bertemu dengan lapisan kelembagaan multi-instansi.

Maritime Common Operational Picture merupakan keluaran dari proses fusi tersebut,
berupa gambaran situasi maritim tunggal yang terintegrasi dan dapat diakses bersama
oleh seluruh instansi berwenang (Canyon & Mcmullin, 2020; Shahir et al., 2015). MCOP
berfungsi sebagai lapisan representasi bersama yang menyamakan pemahaman situasi di
antara sebelas instansi, menggantikan kondisi eksisting di mana setiap instansi memiliki
gambaran situasi yang terpisah dan tidak sinkron.

Decision Support System menerjemahkan MCOP menjadi rekomendasi tindakan yang
terstruktur bagi pengambil keputusan, mengisi kekosongan mekanisme teknis yang
teridentifikasi pada Kajian Literatur. Lapisan ini dirancang untuk menyajikan keluaran
secara ringkas dan langsung dapat ditindaklanjuti, mempertimbangkan bahwa pengguna
akhirnya adalah pengambil keputusan strategis yang umumnya tidak berlatar belakang
teknis.

National Strategic  Decision Maker menjadi lapisan akhir arsitektur,
merepresentasikan otoritas nasional yang menggunakan rekomendasi dari DSS untuk
mengambil keputusan strategis, baik dalam bentuk respons operasional segera maupun
kebijakan jangka menengah seperti penguatan pengawasan pada wilayah rawan. Aliran
data dari lapisan ini juga bergerak sebagian ke arah sebaliknya, berupa arahan kebijakan
yang memengaruhi prioritas pengumpulan data pada lapisan Data Sources, sehingga
arsitektur ini pada dasarnya bersifat siklikal, bukan satu arah murni.

Tabel 2. Deskripsi Fungsional Sepuluh Lapisan Arsitektur NMIC

No Lapisan Fungsi Utama Keluaran bagi Lapisan
Berikutnya
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1 Data Sources

Menyediakan data mentah dari satelit
SAR, AIS, UAV, [oUT, BMKG, dan BIG

Data mentah multi-format

2 Data Acquisition

Mengumpulkan data sesuai
karakteristik masing-masing platform
(periodik, kontinu, insidental)

Data terkumpul dari seluruh
sumber

3 Data Integration Layer

Menstandardisasi format data ke dalam
satu skema data terpadu

Data terstandardisasi

4 Geospatial Intelligence
Layer

Mengolah data menjadi informasi
spasial berlapis, dari cakupan nasional
hingga insiden

Informasi spasial siap analisis

5 Big Data Platform

Menampung dan memproses data
berskala besar secara real-time

Data siap dianalisis Al Engine

6 Artificial Intelligence

Deteksi objek, klasifikasi kapal, deteksi

Peringatan terklasifikasi dan skor

Engine anomali pola pelayaran risiko
7 Maritime Fusion Center Menggabungkan keluaran Al dengan Analisis situasi komprehensif
konteks intelijen lintas-instansi
8 Maritime Common Menyajikan gambaran situasi maritim Gambaran situasi bersama

Operational Picture

tunggal dan terintegrasi

9 Decision Support System

Menerjemahkan MCOP menjadi
rekomendasi tindakan terstruktur

Rekomendasi tindakan

10 | National Strategic

Decision Maker

Mengambil keputusan strategis, baik

operasional maupun kebijakan

Arahan kebijakan (umpan balik ke
Data Sources)

(Sumber: Diolah Penulis, 2026, berdasarkan uraian pada bagian Rancangan Arsitektur Konseptual

NMIC)

Roadmap Implementasi NMIC Menuju Indonesia Emas 2045

Fase | Fase Il Fase Il
2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045
o @ [

Fondasi Kelembagaan
dan Regulasi

* Payung regulasi setingkat Perpres

+ Data Integration Layer percontohgm

(TNI AL, Bakamla, KKP)

¢ Standar format data bersama

Perluasan Integrasi dan
Otomatisasi Awal

« Integrasi penuh 11 instansi
* GEOINT Layer otomatis +

Big Data Platform cloud domestik

* Al Engine (verifikasi manusia)

DSS Penuh

+ MCOP real-time penuh

—

dengan negara tetangga

Maturitas Analitik dan

+ Digital Twin domain maritim

« Interoperabilitas terbatas

Otonomi analitik lanjutan

Digital Twin terintegrasi
penuh dengan MCOP

Rujukan model fusion center
kawasan - Indonesia Emas 2045

Gambar 1.

(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Fase I: 2026-2030, Fondasi Kelembagaan dan Regulasi

Fase ini berfokus pada pembentukan dasar hukum dan kelembagaan bagi NMIC,
mengingat kesenjangan kebijakan yang teridentifikasi menuntut kejelasan kewenangan
sejak awal sebelum investasi teknologi berskala besar dilakukan. Target kelembagaan
mencakup penerbitan payung regulasi setingkat Peraturan Presiden yang menetapkan
NMIC sebagai lapisan fusi data, bukan otoritas operasional yang bersaing dengan mandat
sebelas instansi yang sudah ada, disertai pembentukan tim kerja lintas-kementerian di
bawah koordinasi Kemenko Polhukam untuk merumuskan mekanisme berbagi data.

Roadmap Implementasi NMIC Menuju Indonesia Emas 2045

435



XXXXX XXXXX XXXXX
Volume I, Issue 2, 2026. Pp. 418-443

Target teknologi pada fase ini bersifat awal dan terbatas, berupa pembangunan Data
Integration Layer percontohan yang menghubungkan dua hingga tiga instansi dengan
volume data tertinggi, seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP, sebagai bukti konsep
sebelum diperluas. Interoperabilitas pada fase ini masih bersifat teknis-administratif,
berupa penyusunan standar format data bersama, sementara kapabilitas Al dan Big Data
masih terbatas pada eksperimen deteksi anomali AIS skala kecil. Penguatan SDM
difokuskan pada pelatihan analis intelijen maritim yang memahami baik aspek
kelembagaan maupun aspek teknis dasar.
Fase II: 2031-2035, Perluasan Integrasi dan Otomatisasi Awal

Fase kedua memperluas cakupan integrasi dari beberapa instansi percontohan
menjadi seluruh sebelas instansi, dengan Data Acquisition dan Data Integration Layer
yang telah terstandardisasi penuh. Target teknologi mencakup implementasi Geospatial
Intelligence Layer yang menggabungkan data satelit SAR, AIS, dan UAV secara otomatis,
serta Big Data Platform berbasis cloud domestik yang mempertimbangkan kedaulatan
data untuk konteks keamanan nasional. Al Engine pada fase ini mulai dioperasionalkan
untuk deteksi objek dan klasifikasi kapal secara otomatis, meskipun keputusan akhir
tetap memerlukan verifikasi manusia. Regulasi diperkuat dengan penerbitan aturan
turunan mengenai Kklasifikasi data dan protokol keamanan siber lintas-instansi,
mengingat kompleksitas integrasi yang meningkat memperbesar permukaan risiko siber.
Kelembagaan NMIC pada fase ini mulai beroperasi penuh sebagai unit fusi data dengan
struktur organisasi definitif, didukung SDM yang telah melalui jalur pendidikan khusus
intelijen maritim berbasis teknologi.
Fase IlI: 2036-2040, Maturitas Analitik dan Decision Support System Penuh

Fase ketiga menandai kematangan lapisan analitik, dengan Maritime Common
Operational Picture yang telah tersedia secara real-time bagi seluruh instansi berwenang
dan Decision Support System yang mampu menghasilkan rekomendasi tindakan
terstruktur secara otomatis. Digital Twin domain maritim nasional mulai
diimplementasikan sebagai representasi virtual yang memungkinkan simulasi skenario
ancaman dan perencanaan respons sebelum insiden nyata terjadi, sejalan dengan tren
digital twin yang telah terbukti bermanfaat pada domain maritim lain (Klar et al., 2023;
Tzachor et al,, 2023). Interoperabilitas pada fase ini meluas hingga mencakup pertukaran
data terbatas dengan negara tetangga dan pusat fusi kawasan, sejalan dengan model
jaringan fusion center Indo-Pasifik (Canyon & Mcmullin, 2020). Kelembagaan NMIC pada
fase ini dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian struktur dengan
kebutuhan operasional yang telah berkembang, sementara SDM diperkuat dengan
spesialisasi lanjutan pada bidang Al dan keamanan siber maritim.
Fase 1V: 2041-2045, Otonomi Analitik dan Integrasi Kawasan Menuju Indonesia Emas

Fase terakhir mengarah pada otonomi analitik yang lebih tinggi, di mana Al Engine
mampu memberikan rekomendasi keputusan tingkat lanjut dengan tingkat kepercayaan
yang telah tervalidasi melalui pengalaman operasional bertahun-tahun, meskipun
keputusan strategis tetap berada di tangan otoritas nasional sesuai prinsip bahwa DSS
berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti, pengambil keputusan manusia. Digital
Twin domain maritim nasional pada fase ini terintegrasi penuh dengan MCOP,
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memungkinkan simulasi kebijakan secara langsung sebelum diterapkan di lapangan.
Kelembagaan NMIC pada fase ini diproyeksikan menjadi rujukan model fusion center bagi
kawasan, sejalan dengan posisi Indonesia yang telah diakui memiliki kapasitas Maritime
Domain Awareness signifikan di Indo-Pasifik (Canyon & Mcmullin, 2020). Regulasi pada
fase ini disempurnakan menjadi kerangka hukum yang matang dan teruji, mendukung
visi keamanan maritim nasional yang tangguh sebagai salah satu pilar Indonesia Emas
2045.

Data sources
Satelit, AlS, UAV, IcT bawah laut

[

Data acquisition

Pengumpulan data mentah

|

Data integration layer

Standardisasi format data

l

Geospatial intelligence layer
Representasi spasial berlapis

l

Big data platform
Infrastruktur cloud skala besar

|

Artificial intelligence engine
Deteksi, klasifikasi, analitik

|

Maritime fusion center

uejeligay ueyely

Fusi data lintas instansi

l

Maritime common operational picture

Gambaran situasi terintegras|

l

Decision support system

Rekomendasi tindakan terstruktur

|

National strategic decision maker

Otoritas pengambil keputusan

[ Lapisan teknis (O Lapisan fusi kelembagaan (O Lapisan keputusan

Gambar 2. Diagram Visual Arsitektur NMIC
(Sumber: Diolah Penulis. 2026)

Diagram di atas menampilkan sepuluh lapisan arsitektur NMIC secara berurutan,
dengan warna biru untuk lapisan teknis (Data Sources hingga Al Engine), teal untuk
lapisan fusi kelembagaan (Maritime Fusion Center dan MCOP), dan coral untuk lapisan
keputusan (DSS dan National Strategic Decision Maker). Garis putus-putus di sisi kanan
menggambarkan arus balik arahan kebijakan dari pengambil keputusan strategis kembali
ke prioritas pengumpulan data.

Implikasi Kebijakan
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Presiden Republik Indonesia memegang peran sentral sebagai penetap payung
regulasi tertinggi bagi pembentukan NMIC, mengingat entitas ini memotong kewenangan
sebelas instansi yang berada di bawah kementerian dan lembaga berbeda. Payung hukum
setingkat Peraturan Presiden diperlukan untuk menegaskan posisi NMIC sebagai lapisan
fusi data, bukan otoritas operasional baru, sekaligus memberi legitimasi bagi mekanisme
berbagi data lintas-instansi yang selama ini bersifat ad hoc.

Kemenko Polhukam berperan sebagai koordinator lintas-kementerian yang
memfasilitasi pembentukan tim kerja perumus regulasi turunan, menjembatani
kepentingan instansi pertahanan, penegakan hukum, dan intelijen agar tidak saling
tumpang tindih kewenangan. Fungsi koordinatif ini penting sejak Fase I roadmap, ketika
desain tata kelola dan batas kewenangan NMIC pertama kali dirumuskan.

TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut sebagai dua instansi dengan kapasitas
operasional laut terbesar perlu memosisikan diri sebagai kontributor data utama
sekaligus pengguna intelijen terbesar dari NMIC, dengan penyesuaian protokol
operasional agar data sensor dan intelijen lapangan dapat mengalir ke Data Integration
Layer tanpa mengorbankan kerahasiaan operasional yang bersifat sensitif.

Badan Intelijen Negara memerlukan mekanisme khusus dalam berkontribusi ke
Maritime Fusion Center, mengingat sifat data intelijen yang umumnya berklasifikasi tinggi,
sehingga kebijakan klasifikasi dan kontrol akses berlapis menjadi prasyarat sebelum data
BIN dapat difusikan dengan data dari instansi lain yang tingkat kerahasiaannya lebih
rendah.

Badan Siber dan Sandi Negara berperan krusial dalam merumuskan standar
keamanan siber bagi seluruh lapisan arsitektur NMIC, mengingat kompromi pada satu
titik akuisisi data saja berpotensi mencemari keseluruhan Maritime Common Operational
Picture. BSSN perlu dilibatkan sejak tahap perancangan Data Acquisition dan Data
Integration Layer, bukan sebagai audit setelah sistem berjalan.

Badan Informasi Geospasial dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
menjadi penyedia data dasar spasial dan lingkungan yang menopang keakuratan
Geospatial Intelligence Layer, sehingga kebijakan interoperabilitas data BIG dan BMKG
dengan sistem NMIC perlu diselaraskan dengan standar data geospasial nasional yang
sudah berjalan agar tidak menciptakan duplikasi infrastruktur.

Badan Riset dan Inovasi Nasional berperan sebagai mitra pengembangan kapabilitas
Artificial Intelligence Engine dan riset lanjutan digital twin domain maritim, memastikan
pengembangan teknologi NMIC bertumpu pada riset dalam negeri dan tidak sepenuhnya
bergantung pada teknologi impor, sejalan dengan kebutuhan kedaulatan data pada sistem
keamanan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memerlukan kebijakan integrasi data
pengawasan perikanan ke dalam MCOP, mengingat sebagian besar aktivitas ilegal di laut
Indonesia terkait penangkapan ikan tanpa izin, sehingga data KKP menjadi salah satu
kontributor utama bagi fungsi deteksi anomali pada Al Engine.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam menyumbang data terkait aktivitas
penyelundupan dan lalu lintas barang lintas-batas laut, yang perlu diintegrasikan dengan
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data pergerakan kapal dari lapisan GEOINT agar pola penyelundupan dapat terdeteksi
secara lebih dini melalui korelasi lintas-jenis data.

Kepolisian Perairan dan Udara serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai
unsur penegakan hukum di laut memerlukan akses langsung terhadap keluaran Decision
Support System agar rekomendasi tindakan dari NMIC dapat segera diterjemahkan
menjadi respons operasional di lapangan, sehingga kebijakan mengenai kecepatan
diseminasi informasi dari NMIC ke unsur penegak hukum garis depan perlu diatur secara
eksplisit.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan bagi seluruh instansi ini bertumpu pada satu
prinsip yang sama, yaitu NMIC dirancang untuk memperkuat, bukan menggantikan,
kapasitas yang sudah dimiliki masing-masing lembaga, dengan tata kelola yang menjamin
kejelasan kewenangan, keamanan data, dan kecepatan diseminasi intelijen sebagai tiga
pilar keberhasilan implementasinya.

Tabel 3. Peran Sebelas Instansi dalam Ekosistem NMIC

No Instansi Peran Utama dalam NMIC
1 TNI Angkatan Laut Kontributor data operasional utama sekaligus pengguna intelijen
terbesar keluaran NMIC
2 Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kontributor data operasional utama sekaligus pengguna intelijen
terbesar keluaran NMIC
3 Badan Intelijen Negara (BIN) Kontributor data intelijen berklasifikasi tinggi ke Maritime Fusion
Center, dengan kontrol akses berlapis
4 Badan Siber dan Sandi Negara | Perumus standar keamanan siber pada seluruh lapisan arsitektur,
(BSSN) dilibatkan sejak tahap perancangan
5 Kementerian Kelautan dan | Kontributor data pengawasan perikanan, mendukung fungsi deteksi
Perikanan anomali Al Engine
6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kontributor data aktivitas penyelundupan dan lalu lintas barang
lintas-batas laut
7 Badan Meteorologi Klimatologi dan | Penyedia data cuaca dan oseanografi bagi Geospatial Intelligence
Geofisika Layer
8 Badan Informasi Geospasial Penyedia data geospasial dasar bagi Geospatial Intelligence Layer
9 Badan Riset dan Inovasi Nasional Mitra pengembangan kapabilitas Al Engine dan riset lanjutan digital
twin domain maritim
10 | Kepolisian Perairan dan Udara Pengguna Kkeluaran Decision Support System untuk respons
operasional garis depan
11 | Kesatuan Penjagaan Laut dan | Pengguna keluaran Decision Support System untuk respons
Pantai operasional garis depan
(Sumber: Diolah Penulis, 2026, berdasarkan uraian pada bagian Implikasi Kebijakan)
KESIMPULAN

Kajian ini bertujuan merancang arsitektur konseptual National Maritime Intelligence
Center (NMIC) Indonesia sebagai Maritime Fusion Center berbasis Artificial Intelligence,
memetakan aliran data dan fungsi tiap lapisan arsitektur tersebut, serta merumuskan
implikasi kebijakan bagi instansi-instansi terkait dalam mendukung pengambilan
keputusan strategis keamanan maritim nasional. Tujuan ini terjawab melalui perumusan
sepuluh lapisan arsitektur yang menghubungkan Data Sources hingga National Strategic
Decision Maker, dengan Maritime Fusion Center sebagai titik pertemuan eksplisit antara
kapabilitas teknis Geospatial Intelligence, Artificial Intelligence, dan Big Data dengan
kebutuhan kelembagaan fusi data lintas-sebelas-instansi. Kontribusi ilmiah kajian ini
terletak pada penjembatanan dua kutub literatur yang sebelumnya berkembang terpisah,
yaitu literatur kelembagaan mengenai Maritime Security, Maritime Domain Awareness,
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dan Maritime Fusion Center dengan literatur teknis mengenai Geospatial Intelligence,
Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics yang selama ini berkembang per-platform
tanpa kerangka integratif kelembagaan. Penerapan Design Science Research sebagai
payung metodologis turut menjadi kontribusi metodologis, mengingat pendekatan ini
belum banyak digunakan untuk merancang artefak arsitektur intelijen maritim tingkat
nasional pada literatur yang tersedia.

Kontribusi praktis kajian ini bagi pemerintah Indonesia berupa kerangka acuan awal
yang dapat menjadi dasar pertimbangan pembentukan NMIC, lengkap dengan pemetaan
fungsi tiap lapisan arsitektur, roadmap implementasi bertahap hingga tahun 2045, dan
implikasi kebijakan yang terpetakan secara spesifik bagi masing-masing dari sebelas
instansi berkepentingan. Kerangka ini dirancang agar dapat langsung menjadi bahan
diskusi kebijakan, bukan sekadar wacana akademik yang berhenti pada tataran
konseptual. Implikasi kajian ini terhadap pengembangan keamanan maritim nasional
bersifat jangka panjang, karena keberhasilan NMIC bergantung pada kesediaan sebelas
instansi untuk mengubah pola kerja dari sistem yang terfragmentasi menuju ekosistem
yang terintegrasi, sebuah transformasi kelembagaan yang menuntut komitmen politik
dan waktu penyesuaian yang tidak singkat. Kajian ini menegaskan bahwa transformasi
tersebut, meski menantang, sejalan dengan arah perkembangan keamanan maritim
global yang telah bergerak menuju model fusion center di berbagai kawasan.

Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Basis referensi
kelembagaan yang mendukung konsep Maritime Fusion Center dan National Maritime
Intelligence Center masih tipis dibanding basis referensi teknis, sehingga sebagian
argumentasi mengenai tata kelola dan Multi-Agency Governance dibangun secara deduktif
oleh penulis, bukan bertumpu pada literatur empiris yang mapan. Kajian ini juga bersifat
konseptual murni tanpa validasi empiris atau uji coba prototipe, sehingga kelayakan
teknis dan kelembagaan arsitektur yang diusulkan masih memerlukan pengujian lebih
lanjut sebelum dapat diimplementasikan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini ke arah validasi

empiris, misalnya melalui studi kasus penerapan sebagian arsitektur pada skala terbatas
atau wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di sebelas instansi terkait
untuk menguji kelayakan kelembagaan rancangan ini. Penelitian lanjutan juga disarankan
menggali lebih dalam mekanisme tata kelola Multi-Agency Governance secara empiris,
mengingat kekosongan literatur pada area ini masih menjadi salah satu keterbatasan
utama kajian ini.
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